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Indonesia adalah negara yang menjamin hak warganya dalam mendapatkan pelayanan publik, termasuk
pelayanan administrasi kependudukan. Pada situasi COVID-19, pelayanan publik memiliki tantangan untuk
tetap melakukan pelayanan publik khususnya pelayanan publik administrasi kependudukan dengan sebisa
mungkin mengurangi pertemuan tatap muka. Untuk mencegah hal tersebut maka dilakukan pelayanan
publik jarak jauh untuk menjadi pilihan yang aman. Penelitian ini akan membahas mengenai upaya
peningkatan serta bagaimana peluang dan hambatan dari sistem e-Government pada pelayanan publik
khususnya pelayanan administrasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian doktrinal dengan pendekatan kualitatif. Hasil
penelitian menunjukan bahwa pelayanan publik di Indonesia diatur berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik. Pelayanan administrasi kependudukan merupakan salah satu bentuk pelayanan
publik. Pelayanan administrasi kependudukan secara mendasar diatur oleh UU No. 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan yang telah diubah oleh UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-
Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pelayanan administrasi kependudukan
turut merasakan dampak dari perkembangan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi
mencakup mengenai e-government yang merupakan salah satu upaya penyelenggaraan kepemerintahan
yang berbasis elektronik. Aplikasi SAKEDAP merupakan salah satu bentuk pelayanan publik administrasi
kependudukan. Layanan SAKEDAP terdapat peluang dan hambatan yaitu memudahkan pelayanan publik di
bidang administrasi kependudukan namun terdapat hambatan dengan masih kurangnya fasilitas penyangga
aplikasi tersebut.

...... Indonesiais a country that guarantees the rights of its citizens to receive public services, including
population administration services. In the COVID-19 situation, public services face the challenge of
continuing to provide services, especialy in the field of population administrasion, while minimizing face-
to-face interactions as much as possible. To prevent this, remote public services are implemented as a safe
option. This research will discuss the implementation and accountability of the e-government system in the
administration sector, which is one form of administrative service provided by Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung. The research method used is doctrinal research with a qualitative
approach. The results of the research indicate that public servicesin Indonesia are regulated based on Law
No. 25 of 2009 on Public Services. Population administration services are one form of public service and are
fundamentally regulated by Law No. 23 of 2006 Population Administration, which has been amended by
Law No. 24 of 2013 Amendmentsto Law No. 23 of 2006 on Population Administration. Population
administration services also experience the impact of information technology development. Information
technology development includes e-government, which is one effort in el ectronic based governance. The
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SAKEDAP application is one form of population administration public service. SAKEDAP Application
have prospects and obstacles, namely facilitating public servicesin the field of population administrastion
but facing obstracles due to the lack of supporting facilities for the application.



